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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini
adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.
158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk
menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa
Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa
Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman

transliterasi ini adalah sebagai berikut.

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian
dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda,
dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.
Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf

latin.
Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
) Alif - Tidak dilambangkan
- Ba B Be
il Ta T Te
& Sa $ es (dengan titik di
atas)
z Jim J Je
C Ha h ha (dengan titik di
bawah)
t Kha Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal z zet (dengan titik di
atas)
J Ra R Er




J Zai Z Zet
o Sin Es
g™ Syin Sy es dan ye
) Sad $ es ( dengan titik di
bawah)
ol Dad d de (dengan titik di
bawah)
b Ta T te (dengan titik di
bawah)
b Za Z zet ( dengan titik di
bawah)
' ‘ain N koma terbalik (di atas)
'& Ghain G Ge
) Fa F Ef
&) Qaf Q Qi
S Kaf K Ka
Jd Lam L El
a Mim M Em
) Nun N En
X Wau W We
5 Ha H Ha
3 Hamzah - Apostrof
) Ya Y Ye
. Vokal
Vokal Tunggal Vokal Rangkap Vokal Panjang
‘ =a - ‘ =3
)= @l =ai ¢l =1




i:u Ji:au Ji

=1
3. Ta Marbutah
Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/
Contoh:
diaa 3l s ditulis mar atun jamilah
Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/
Contoh:

ida i ditulis fatimah

4. Syaddad (tasydid, giminasi)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan
huruf yang
diberi tanda syaddad tersebut.
Contoh:

&%) ditulis rabbana

Bol ditulis al-barr
5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh ‘“huruf syamsiyah”
ditrasnsliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti
dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti
kata sandang itu.

Contoh:
ol ditulis asy-syamsu
Ja )l ditulis ar-rojulu
dawudl ditulis as-sayyidinah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah”
ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah
dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.
Contoh:

adll ditulis al-gamar
&l ditulis al-badi’
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BISEN| ditulis al-jalal
6. Huruf Hamzah
Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan.
Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir
kata, hurus hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /°/.
Contoh:

& yal ditulis umirtu

& o ditulis syai’un
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ABSTRAK
Johar Ma’nun, NIM. 1120103, 2025, “PEMERIKSAAN SAKSI
SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN AGAMA”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga
Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Muhammad Yusron, M.H.

Pemeriksaan saksi merupakan proses diperiksanya saksi di
depan majlis hakim guna mendapatkan keterangan sebagai bukti untuk
masalah yang berkaitan dengan pembuktian. Pasal 144 ayat (1) HIR
yang berbunyi “Saksi-saksi yang datang pada hari yang ditentukan itu
dipanggil dalam ruang sidang seorang demi seorang”. Selanjutnya pasal
171 ayat (1) Rbg menyatakan bahwa “Saksi-saksi yang telah datang
menghadap, dipanggil satu per satu untuk masuk ruangan sidang”.
Namun pada kenyataannya, saksi diperiksa secara bersama-sama (lebih
dari satu saksi) merupakan hal yang lumrah di pengadilan agama.
Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang menggunakan
metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan atau
dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan
buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, literatur-literatur dan
bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang
diteliti. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan
pendekatan deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan secara utuh suatu
permasalahan kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik suatu
kesimpulan. Pemeriksaan saksi secara bersamaan seharusnya tidak
dilakukan di Pengadilan Agama karena melanggar kaidah hukum acara
perdata. Positivisme hukum sendiri melarang karena peraturan
perundangan yang sah harus diterima sebagai hukum yang benar, tanpa
mempertimbangkan substansinya. Faktor non-hukum yang mendukung
praktik ini tidak dapat dijadikan alasan, karena hukum harus terlepas
dari unsur-unsur non-hukum. Akibat hukum dari putusan yang
melibatkan praktik pengambilan keterangan saksi secara bersamaan
adalah batal demi hukum karena cacat formil. Status batal demi hukum
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ini dijatuhkan oleh pengadilan satu tingkat diatasnya jika pihak
mengajukan upaya banding, kasasi.
Kata kunci: Pemeriksaan saksi, hukum acara perdata, positivisme

hukum.
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ABSTRACT

Johar Ma’nun, Student ID. 1120103, 2025, “Joint Examination of
Witnesses In Civil Cases In The Religious Courts”. Thesis, Islamic
Family Law Department, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid
State Islamic University Pekalongan.

Advisor: Muhammad Yusron, M.H.

Witness examination is the process of examining witnesses in
front of a panel of judges in order to obtain information as evidence for
issues related to evidence. Article 144 paragraph (1) HIR which states
"Witnesses who come on the appointed day are summoned to the
courtroom one by one." Furthermore, article 171 paragraph (1) Rbg
states that "Witnesses who have come to appear are called one by one
to enter the court room™. However, in reality, witnesses being examined
simultaneously (more than one witness) is commonplace in religious
courts. This research is a normative-juridical study using data collection
methods through literature or document study, which involves
collecting books, legislation, literature, and other reference materials
related to the problem being studied. The collected data is then analyzed
using a descriptive-analytical  approach, which involves
comprehensively describing an issue and then analyzing it to draw
conclusions. Simultaneous examination of witnesses should not be
carried out in Religious Courts because it violates the rules of civil
procedural law. Legal positivism itself prohibits it because valid
legislation must be accepted as true law, without considering its
substance. Non-legal factors that support this practice cannot be used
as an excuse, because law must be separated from non-legal elements.
The legal consequences of decisions involving the practice of
simultaneously taking witness statements are null and void due to
formal defects. This null and void status is imposed by a court one level
above if the party files an appeal, cassation.

Keywords: Witness examination, civil procedural law, legal
positivism.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Persidangan yang dilakukan di pengadilan agama
mempunyai salah satu proses yang penting yaitu pembuktian yang
diatur dalam hukum acara perdata. Pembuktian materiil dalam
konteks hukum menunjukkan apakah bukti tersebut dapat diterima
dalam persidangan menggunakan alat-alat bukti tertentu, dan
seberapa kuat kekuatan bukti tersebut dapat diuji. Adapun tujuan
dari hukum perdata formil atau hukum acara perdata adalah guna
menjaga dan melindungi hukum materiil itu sendiri.*

J.C.T. Simorangkir menyatakan pembuktian merupakan
upaya dari para pihak yang berkepentingan untuk menunjukkan
hal-hal yang berkaitan dengan suatu perkara sebanyak mungkin di
hadapan majlis hakim. Hal ini bertujuan agar hakim dapat memakai
sebagai bahan referensi dalam memberikan putusan pada perkara
tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembuktian
ialah cara, perbuatan, proses menunjukkan atau upaya
membuktikan kesalahan atau kebenaran terdakwa dalam sidang
pengadilan.?

Kemenangan suatu pihak dalam proses persidangan bisa
bergantung pada kekuatan pembuktian dari para pihak yang
diajukan kepada hakim. Penggugat jika ingin menang maka wajib
membuktikan gugatannya, sebaliknya tergugat juga wajib
membuktikan batahnnya terhadap gugatan yang diajukan
kepadanya. Pembuktian dapat mempunyai kekuatan jika bukti-
bukti yang diajukan sah menurut hukum untuk dapat memastikan
keabsahannya.

Pelaksanaan hukum materiil perdata juga dibutuhkan
serangkaian peraturan hukum terpisah yang mendukung

! Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara
perdata dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 53.
2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta;
Pusat Bahasa 2008), 229.
1
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penegakkan dari hukum tersebut. Ini berguna apabila ada
pelanggaran atau untuk memepertahankan pelaksanaan hukum
materiil perdata. Peraturan ini dikenal sebagai hukum acara perdata
atau hukum formil. Hukum acara perdata memastikan prosedur
yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hukum
perdata matriil .3

Adapun suatu perbuatan dalam melaksanakan serangkaian
aturan yang terdapat di kaidah hukum acara perdata disebut
beracara di muka pengadilan. Wirjono Prodjodikoro menyatakan
hukum acara perdata adalah serangkaian kaidah yang mengatur
cara bagaimana orang harus bertindak dalam persidangan. Hukum
acara perdata juga mengatur bagaimana cara pengadilan itu harus
bertindak, antara pengadilan dan para pihak untuk melaksanakan
berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.*

Alat- alat bukti yang akan digunakan dalam pembuktian
perkara perdata sudah diatur secara jelas di dalam kitab hukum
acara perdata. Alat tersebut menjadi salah satu sarana bagi para
pihak guna membuktikan kepentingannya. Alat bukti tersebut
diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBG jo Pasal 1866 KUHPerdata
yang berisi “surat, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan
sumpah.”

Kamus hukum mempunyai arti untuk saksi yaitu orang
melihat langsung, mendengar, merasakan bahkan mengalami
peristiwa dalam perkara perdata ataupun pidana.> Alat bukti saksi
terbagi menjadi dua, antara lain: saksi ahli dan saksi biasa (orang
umum). Saksi ahli adalah seorang ahli dalam bidang tertentu yang
dimintai memberikan kesaksian berdasarkan keahlian yang dia
kuasai. Sedangkan, saksi biasa adalah orang umum yang dimintai

3 Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara perdata

dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 1.

4 Laila M. Rasyid, Herinawati, Modul Pengantar Hukum Acara Perdata,

(Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 1.

56.

> Eddy O.S Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, (Jakarta; Erlangga 2012),
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memberikan keterangan berdasar pada apa yang dia dengar, lihat
atau merasakan sendiri.

Sumber hukum acara perdata yaitu HIR dan Rbg mengatur
pemeriksaan saksi secara jelas. Buktinya dalam Pasal 144 ayat (1)
HIR yang berbunyi “Saksi-saksi yang datang pada hari yang
ditentukan itu dipanggil dalam ruang sidang seorang demi
seorang”. Selanjutnya pasal 171 ayat (1) Rbg menyatakan bahwa
“Saksi-saksi yang telah datang menghadap, dipanggil satu per satu
untuk masuk ruangan sidang”.

Realitanya dalam persidangan saksi diperiksa secara
sekaligus (lebih dari satu saksi) merupakan hal yang wajar di
pengadilan agama. Pemeriksaan saksi secara bersamaan seperti ini
bisa merugikan hingga menguntungkan salah satu pihak. Karena
para saksi bisa saja bekerja sama dalam menyampaikan
keterangannya kepada hakim. Kejadian ini tentu saja melenceng
dari pasal 144 ayat (1) HIR dan pasal 171 ayat (1) Rbg yang
disebutkan di atas. Hal ini bisa menjadi celah untuk para pihak
yang kalah dalam mengajukan upaya hukum.

Peristiwa pengambilan keterangan saksi atau pemeriksaan
saksi seperti itu banyak terjadi di pengadilan agama yang ada di
Indonesia. Contohnya pada skripsi yang ditulis Zainul Majdi yang
berjudul “Praktek Sidang Cepat Di Luar Aturan Hukum Acara
Perdata Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan
Agama Kota Malang”. Beliau menjelaskan pemeriksaan saksi
secara bersamaan terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang. Hal
tersebut mempunyai tujuan yaitu untuk mengefisiensi waktu karna
sekarang suatu lembaga Pengadilan Khususnya Pengadilan Kota
Malang di tuntut lebih cepat dalam penyeleseian perkara dengan
semboyan (One Day minute One Day Publish).

Praktik tersebut juga diteliti oleh Raja Thorieq ‘Azizi yang
diberi judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Dua

& Zainul Majdi, Praktek Sidang Cepat Di Luar Aturan Hukum Acara Perdata
Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Malang, (Malang:
Universitas Islam Malang, 2020).
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Saksi Sekaligus di Persidangan”. Pertimbangan hakim yang beliau
wawancarai adalah para hakim yang ada di Pengadilan Agama
Jember. Alasan dari Hakim yang melakukan hal tersebut yakni agar
proses persidangan dilakukan dengan cepat dikarenakan
banyaknya kasus yang ditangani atau dibebankan ke Pengadilan
Agama Jember.’

Artikel “Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap
Pengambilan Keterangan Saksi Di Pengadilan Agama (Studi Kasus
Di PA Kabupaten Malang)” yang dibuat oleh Usamah Salim Bob
Said, Ahmad Subekti dan Syamsu Madyan juga membahas
permasalahan tersebut. Dalam artikel tersebut menyatakan dalam
dunia praktik pemeriksaan saksi secara sekaligus merupakan hal
yang lumrah. Peristiwa tersebut terjadi juga di Pengadilan Agama
Kab. Malang. Beragam pula alasan yang diberikan oleh para
penegak hukum dalam menjelaskan hal tersebut. Pemeriksaan
saksi secara bersamaan didapati pada beberapa perkara perceraian
yang berlangsung di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.®

Skripsi milik Hariyati mahasiswa IAIN Antasari yang
berjudul “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin
Tentang Pemeriksaan Dua Orang Saksi Secara Bersamaan Pada
Perkara Perceraian” juga membahas permasalahan ini. Dalam
skripsi ini hal yang diteliti ialah mengenai persepsi Hakim
Pengadilan Agama Banjarmasin tentang pemeriksaan saksi secara
bersamaan pada perkara perceraian. Selain itu Haryati juga
membahas dasar atau alasan Hakim Pengadilan Agama
Banjarmasin tentang pemeriksaan dua orang saksi secara besamaan
pada perkara perceraian.’

’ Raja Thorieq ‘Azizi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Dua
Saksi Sekaligus di Persidangan”, Sakina: vol. 6 (2), (Malang: UIN Malang, 2022).

8 Usamah Salim Bob Said, Ahmad Subekti, Syamsu Madyan, “Tinjauan
Hukum Acara Perdata Terhadap Pengambilan Keterangan Saksi di Pengadilan Agama
(Studi Kasus di PA Kabupaten Malang)”, Hikmatina: Vol. 2, No. 3, (Malang: UIM,
2020).

9 Hariyati, Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang
Pemeriksaan Dua Orang Saksi Secara Bersamaan Pada Perkara Perceraian,
(Banjarmasin: UIN Antasari, 2016).
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Para pihak yang berperkara di pengadilan pasti mempunyai
harapan agar putusan atau ketetapan dari perkaranya dapat adil.
Maka, di setiap proses beracara persidangan di pengadilan
seharusnya dilaksanakan sesuai dengan hukum perdata formil
untuk mencapai putusan atau ketetapan yang adil. Jadi, penegakkan
hukum perdata formil bersifat wajib dalam beracara persidangan di
pengadilan, mulai dari pembukaan sidang, pembacaan tuntutan
atau gugatan hingga keluarnya ketetapan atau putusan.

Mengenai yang telah peneliti sampaikan pada latar
belakang di atas, maka peneliti mencoba meneliti permasalahan
tentang pemeriksaan saksi yang terjadi di beberapa Pengadilan
Agama sebagaimana yang telah terdokumentasi dalam beberapa
penelitian. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul skripsi yang
berjudul “PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMA-SAMA
DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemeriksaan saksi secara bersama-sama dalam
perkara perdata di pengadilan agama?

2. Bagaimana akibat hukum dari pemeriksaan saksi secara
bersama-sama dalam perkara perdata di pengadilan agama?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pemeriksaan saksi secara bersama-sama dalam
perkara perdata di pengadilan agama.

2. Mengetahui akibat hukum dari pemeriksaan saksi secara
bersama-sama dalam perkara perdata di pengadilan agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
Peneliti berharap dapat menyumbangkan pandangan dalam
ajang memperluas khasanah ilmu pengetahuan, lebih spesifik
pada bidang hukum acara perdata yang berkaitan pada proses
pemeriksaan saksi.



2. Secara praktis
Peneliti berharap dalam penelitian ini bisa memberikan
penjelasan bagi masyarakat mengenai jalannya persidangan di
lingkungan pengadilan agama, lebih khususnya pada
pemeriksaan saksi di muka persidangan.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Positivisme Hukum

Positivisme hukum berpendapat bahwa tidak ada hukum
selain perintah penguasa yang memerintah, atau norma hukum
ditentukan oleh negara dan sah jika didasarkan pada norma
yang lebih tinggi. Para pengikut positivisme hukum memiliki
pandangan bahwa tidak ada hukum lain selain hukum positif
atau hukum yang berlaku. Hukum positif tentu berbeda dengan
mazhab hukum lainnya yang berlandaskan pada moralitas,
agama, dan adat istiadat masyarakat. Dalam aliran hukum
positivisme, hukum tertulis sangat dijungjung tinggi, sehingga
aliran ini beranggapan tidak ada norma hukum di luar hukum
positif. 1°

Hukum dalam aliran positivistik mengharuskan adanya
“keteraturan” (regularity) dan “kepastian” (certainty) guna
menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan
lancar.!! Hal ini berarti selama peraturan perundangan masih
sah dianggap sebagai peraturan maka hal tersebut dianggap
paling benar dan harus dilaksanakan agar menjaga adanya
keteraturan dan kepastian hukum. Maka dalam pelaksanaan
pemeriksaan saksi yang ada di pengadilan agama harus
menggunakan hukum acara perdata yang masih digunakan di
Indonesia.

10 Andini Yuliani, dkk, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan
Masyarakat, “Tinjauan Pengaruh Teori Positivisme Hukum Terhadap Sistem
Peradilan Pidana Di Indonesia”, (Jakarta: FORIKAMI, 2023) hal. 6.

11 Mirza Satria Buana, Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian
Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam
Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, (Yogyakarta: Ull, 2010), hal. 34.



2. Pemeriksaan Saksi Menurut Hukum Acara Perdata

M. Yahya Harahap berpendapat pada bukunya yang
berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,
Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”
menjelaskan pemeriksaan saksi harus dilaksanakan satu demi
satu.'? Syarat formil ini terdapat dalam Pasal 144 ayat (1) HIR,
Pasal 171 ayat (1) RBG. Saksi harus dihadapkan dan diperiksa
satu demi satu walaupun saksi yang didaftarkan oleh pihak-
pihak terdiri lebih dari satu orang. Dengan demikian tidak
boleh menghadapkan dan memeriksa para saksi secara
berbarengan dalam waktu yang sama.

Ada tiga hal yang tidak boleh dilakukan antara saksi
yang satu sama lain, yaitu: pertama, diantara para saksi tidak
boleh untuk mendengarkan dan menegetahui keterangan yang
sedang disampaikan oleh saksi lainnya. Kedua, saksi yang
selesai dalam pemeriksaan dapat tetap berada di ruang sidang
menunggu saksi selanjutnya masuk ke ruang sidang, hal ini
dilakukan agar keterangan yang telah disampaikan kepada
majlis tidak diberitahukan atau ditanyai oleh saksi yang belum
diperiksa di luar ruang sidang yang tidak dapat diketahui
majlis. Ketiga, apabila saksi selajutnya merasa kurang nyaman
dalam memeberikan keterangan saat ada saksi terdahulu, maka
mereka harus dipisahkan atau dijauhkan.3

Hal tersebut disampaikan juga oleh Sarwono dalam
bukunya dimana alasan mengapa diperlukan saksi lebih dari
satu orang pada suatu perkara yaitu supaya majlis hakim bisa
menentukan apakah kesaksian yang diberikan oleh satu saksi
dengan yang lainnya berkesinambungan atau tidak.'* Dengan
tidak dipatuhinya Pasal 144 ayat (1) HIR, Pasal 171 ayat (1)

12 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika 2016), 720.

13 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika 2016), 721.

14 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika,
2011), 256.



8

RBG maka saksi- saksi dapat berpotensi untuk saling bekerja
sama dalam menyamakan keterangannya.

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan literatur penelusuran,
penelitian yang dihubungkan dengan penelitian sebelumnya.
Beberapa penelitian yang relevan antara lain:

banyak ditemukan

No Nama/Judul Persamaan Perbedaan
1. | Zainul Majdi, Khoirul | Persamaan dari | Hal yang
Asfiyak, Moh. | kedua membedakan
Muslim, (2020), | penelitian ini | penelitian milik
“Praktek Sidang Cepat | adalah  sama- | Zainul  Majdi
Di  Luar  Aturan | sama meneliti | dkk dengan
Hukum Acara Perdata | penerapan dari | penelitian yang
Demi Efisiensi | pasal yang | akan  peneliti
Penyelesaian Perkara | mengatur lakukan, yaitu
Di Pengadilan Agama | jalannya peneliti
Kota Malang”*® persidangan di | berfokus pada
Pengadilan pemeriksaan
Agama. saksi dalam
persidangan
yang ditinjau
dari segi
normatif.
Penlitian ini
juga akan
menggunakan
teori
positivisme
hukum  untuk

15 Zainul Majdi, Praktek Sidang Cepat Di Luar Aturan Hukum Acara
Perdata Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Malang,
(Malang: Universitas Islam Malang, 2020).



membedah
masalah ini.
Usamah Salim Bob | Persamaan dari | hal yang
Said, Ahmad Subekti, | penelitian ini | memebedekan
Syamsu Madyan, | dengan yaitu pada
(2020), “Tinjauan | penelitian milik | penelitian milik
Hukum Acara Perdata | peneliti  ialah | peneliti
Terhadap sama-sama menggunakan
Pengambilan mengkaji tinjauan
Keterangan Saksi di | pemeriksaan normatif
Pengadilan ~ Agama | saksi yang | dengan
(Studi Kasus di PA | tidak  sesuai | menggunakan
Kabupaten dengan pasal | teori
Malang)”.16 dalam hukum | positivisme
acara perdata. | hukum  untuk
permasalahan
yang akan
dibahas dan
penelitian  ini
termasuk jenis
penelitian
pustaka.
Ade Agung | Persamaan Perbedaan
Dewantara,  (2018), | skripsi ini | skripsi ~ milik
“Eksistensi membahas ade yaitu
Keterangan Saksi Ahli | keterangan membahas
Dalam Pandangan | saksi dalam hal | eksistensi dari
Hakim Sebagai Salah | pembuktian di | kesaksian yang
Satu Pembuktian | Pengadilan diberikan oleh
Dalam Peradilan | Agama. saksi ahli di

16 Usamah Salim Bob Said, Ahmad Subekti, Syamsu Madyan, “Tinjauan
Hukum Acara Perdata Terhadap Pengambilan Keterangan Saksi di Pengadilan
Agama (Studi Kasus di PA Kabupaten Malang)”, Hikmatina: Vol. 2, No. 3,

(Malang: UIM, 2020).
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Agama Dalam Pengadilan
Perspektif Hukum Agama. Hal ini
Positif dan Hukum berbeda dengan
Islam”.'’ penilitian
peniliti dimana
membahas
pemeriksaan
saksi secara

bersama-sama
dalam perkara
perdata.

Vivi Amelia Ervanda,
Eko Soponyono,
(2020), “Keabsahan
Pembuktian

Keterangan Saksi
Melalui Media
Teleconference Dalam
Hukum Acara Di

Persamaan dari
penilitian  ini
yaitu  meniliti
proses
pemeriksaan
saksi dalam
persidangan di
pengadilan.

Penelitian milik
vivi membahas
tentang
pengambilan
keterangan
saksi  dengan
media
teleconference.

Indonesia”. '8 Hal ini berbeda
dengan apa
yang dikaji oleh
peneliti, hal
yang dikaji
yaitu
pengambilan

keterangan atau

17 Ade Agung Dewantara, Eksistensi Keterangan Saksi Ahli Dalam
Pandangan Hakim Sebagai Salah Satu Pembuktian Dalam Peradilan Agama Dalam
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung,
2018).

18 Vivi Amelia Ervanda, Eko Soponyono, “Keabsahan Pembuktian
Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara Di
Indonesia”. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 29 No. 2, (Semarang:
UNDIP, 2020).
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pemeriksaan

5. | oleh Raja Thorieq
‘Azizi, (2022),
“Pertimbangan Hakim
Dalam Menghadirkan
Dua Saksi Sekaligus

di Persidangan”.*

Persamaannya
dari kedua
penelitian ialah
sama-sama
membahas
tentang
pemeriksaan
saksi yang
melenceng dari
peraturan
hukum
perdata.

acara

saksi yang
langsung
dihadapan
majelis dengan
saksi hadir
langsung di
persidangan.
Perbedaan
artikel ini
dengan

penelitian milik
peneliti adalah
proses
pemeriksaan
saksi di
penelitian  ini
akan dikaji dari

segi  normatif
dengan  teori
positivisme
hukum dan
penelitian  ini
termasuk
kedalam
penelitian
yuridis
normatif.
Sedangkan
artikel tersebut
berfokus pada

pertimbangan

19 Raja Thorieq ‘Azizi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Dua
Saksi Sekaligus di Persidangan”, Sakina: vol. 6 (2), (Malang: UIN Malang, 2022).
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hakim
Pengadilan
Agama Jember.

Penelitian ini tentu mempumyai persamaan dan perbedaan
dari penelitian sebelumnya, tetapi dalam penelitian ini memiliki
ciri khas tersendiri dari penelitian yang sudah ada sebelumnya yaitu
di dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya yaitu
pemeriksaan saksi yang akan ditinjau dari teori postivisme hukum.
Jenis penelitian ini juga termasuk penelitian normatif dimana lebih
fokus pada aspek teori dan kosnep, seperti norma, nilai dan prinsip.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-
normatif. Penelitian yuridis-normatif digunakan untuk
meneliti dan mengkaji tentang hukum itu sebagai norma, asas
hukum, aturan, doktrin hukum, toeri hukum dan kepustakaan
lainnya guna menjawab permasalahan hukum?, Penelitian ini
akan mengkaji tentang pemeriksaan saksi yang dilakukan
secara bersama-sama dalam perkara perdata di pengadilan
agama.
2. Pendekatan penelitian
Pendekatan dalam penulisan ini terdiri atas dua macam,
yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
dan Pendekatan Sejarah (Historical Approach). Adapun
penjelasan kedua macam metode pendekatan tersebut adalah
sebagai berikut:?
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Pendekatan dalam penelitian ini yang pertama adalah
pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini memiliki

2Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
(Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.
21 peter Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), 136.
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arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan
melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang
sedang ditangani oleh peneliti.

Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah
terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang
dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data dari bahan-bahan

hukum yang relevan dengan penelitian ini, yang meliputi:?

a.

Bahan hukum primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang

mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Penelitian

ini  menggunakan bahan yang berupa peraturan
perundang-undangan di Indonesia.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945,

2. Sumber hukum Hukum acara perdata yaitu Herziene
Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtreglement voor
de Buitengewesten (RBg),

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang

memberikan informasi atau hal-hal yang berhubungan

dengan isi baham hukum primer. Seperti jurnal hukum,
jurnal non hukum, media cetak dan elektronik yang
berkaitan dengan penulisan dan penelitian ini berisi asas-
asas hukum, teori hukum, doktrin hukum, hasil penelitian,

22 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press,

2005), 51-52.
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skripsi dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian
untuk memperjelas bahan hukum primer.
c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Termasuk di
dalamnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Kamus Hukum (Black’s Law Dictionary), Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia serta media
pencarian lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan
cara studi kepustakaan atau dokumen, vyaitu teknik
pengumpulan data dengan cara mengumpulkan buku-buku,
Peraturan Perundang-Undangan, literatur-literatur dan bahan
pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang
diteliti.?

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik dalam menganalisa suatu data diperlukan sebab
merupakan cara untuk mempermudah para peneliti dalam
menyederhanakan suatu data untuk dipahami sehingga dapat
menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Teknik
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat
deskriptif-analisis yaitu menggambarkan secara utuh suatu
permasalahan kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik suatu
kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab,
hal ini diharapkan dapat meringankan topik yang akan dibahas.

23 Sri Mamudiji et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta:
Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 4.

24 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung:
Alfabeta, 2013), 148.
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Setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan sistematika penulisan
yang ada dibawah ini:

BAB | Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka
teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika
penulisan.

BAB II Landasan teori, yang memuat teori yang digunakan
dalam penulisan skripsi ini, meliputi teori positvisme hukum,
hukum acara perdata, definisi saksi dan keterangan saksi.

BAB III Hasil penelitian, pokok pembahasan ini akan
berfokus pada hasil penelitian rumusan masalah pertama. Bab ini
akan menguraikan pemeriksaan saksi secara bersama-sama dalam
perkara perdata di pengadilan agama.

BAB IV Analisis, bab ini peneliti atau penulis menganalisis
dan menjawab rumusan masalah kedua yang meneliti tentang
akibat hukum dari pemeriksaan saksi secara bersama-sama dalam
perkara perdata di pengadilan agama.

BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari
penelitian ini dan diakhiri dengan daftar pustaka.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan di
atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan saksi secara bersama-sama seharusnya tidak boleh
dilakukan pada persidangan di Pengadilan Agama, mengingat
praktik tersebut tidak diatur dalam hukum acara perdata yang
berlaku. Dalam pandangan positivisme hukum hal tersebut juga
dilarang karena selama peraturan perundangan masih sah
dianggap sebagai peraturan maka hal tersebut dianggap paling
benar, hal itu tidak melihat lagi substansi dari hukum tersebut
baik ataukah tidak baik. Namun yang ditekankan dalam hal ini
adalah proses secara prosedural dari peraturan perundangan
yang sah pemberlakuannya maka akan selalu menjadi hukum.
Faktor- faktor yang mendukung praktik ini juga tidak bisa
dijadikan alasan sebab faktor- faktor tersebut termasuk kedalam
faktor non-hukum dimana dalam positivisme hukum, hukum
harus dilepaskan dari unsur-unsur non-hukum.

2. Akibat hukum putusan dari perkara yang didalamnya terdapat
praktik pemeriksaan saksi secara bersamaan adalah batal demi
hukum karena terdapat cacat formil. Status batal demi hukum
ini dijatuhkan oleh pengadilan satu tingkat diatasnya jika pihak
mengajukan upaya banding, kasasi.

B. Saran

1. Disarankan bagi hakim pengadilan agama dalam beracara di
persidangan haruslah mempunyai dasar hukum yang pasti
dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku
dari materiil maupun formil, agar tidak ada pihak yang
berperkara merasa dirugikan.
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2. Disarankan bagi para pihak yang merasa dirugikan bisa
mengajukan banding dan kasasi di pengadilan satu tingkat di
atasnya jika dalam putusan mengandung cacat formil.

3. Disarankan bagi Mahkamah Agung agar mengadakan
pembaruan untuk pasal-pasal dalam hukum acara perdata yang
sudah tidak relevan untuk saat ini.
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